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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu kajian terhadap beberapa pustaka yang dijadikan 

sebagai pedomana dalam penelitian ini. Penggunaan sumber pustaka dalam penelitian 

ini untuk dijadikan acuan dan sangat diperlukan untuk memperoleh petunjuk dan 

perbandingam yang sesuai dengan permasalaham dan sebagai data sekunder dalam 

sebuah penelitian. 

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang 

terkait dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yang setelah itu peneliti membuat 

ringkasannya. Kajian penelitian terdahulu ini dijadikan peneliti sebagai bahan 

perbandingan dan bahan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan antara 

lain: 

1. Hasil Penelitian Indriana dan Muhammad Nasrun (2019) 

Penelitian Indriana dan Muhammad Nasrun dengan judul “Pengaruh Good 

Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Good Governance 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan 

metode analisis statistic deskriptif atau SPSS 16. Data yang diolah yaitu hasil 

kuesioner dar pernyataan pegawai kantor daerah Kabupaten Pangkep. Teknik 

analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana dan uji statistic 

deskriptif melalui SPSS 16. 

Berdasarkan hasil teknik analisi data dengan rumus yang digunakan 

menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten 

Pangkep sangat berpengaruh dilihat dari tingkat kinerja pemerintah daerah 

kabupaten Pangkep. 

2. Hasil Penelitian Risal Rumalolas (2018) 

Penelitian Risal Rumalolas dengan judul “Pengaruh Good Governance 

Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten 

Seram Bagian Timur Provinsi Maluku”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Good Governance terhadap kinerja pegawai satuan kerja 

perangkat daerah di Kabupaten Seram bagian timur. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada tiga instansi Kabupaten 

Seram Bagian Timur yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial, 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. 

Sampel penelitian ini adalah 20 Sampel yang terdiri dari masing – masing 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur. 

Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 60 sampel. Pengumpulan data 

dilakukan dengan kuesioner yang telah diberikan kepada pegawai SKPD 
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Kabupaten Seram Bagian Timur. Analisis data menggunakan analisis regresi 

liner sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

3. Hasil Penelitian Adi Setiadi, Burhanuddin Kiyai, Joorie M Ruru (2015) 

Penelitian Adi Setiadi, Burhanuddin Kiyai, Joorie M Ruru dengan judul 

“Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja 

Organisasi (Suatu Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota 

Manado)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari good 

penerapan/pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terhadap kinerja 

organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Manado. 

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif, data 

dikumpulkan melalui teknik penyebaran kuesioner kepada 30 karyawan dan 30 

responden berasal dari bisnis industri dan perdagangan. Setelah data terkumpul, 

kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif strategis 

(Tabel frekuensi) untuk menggambarkan variabel penelitian adalah dilakukan 

dan untuk menguji hipotesis diterapkan teknik analisis statistik inferensial 

(korelasidan analisis regresi). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa penerapan good 

governance memberikan dampak positif yang nyata pada kinerja organisasi. 

Artinya ketika prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dapat 
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diterapkan tanpa-Sunggu, maka akan mendorong peningkatan organisasi 

kinerja. 

Penelitian terda    hulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan  

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Agar lebih mudah dilihat perbedaannya berikut merupakan 

penelitian terdahulu dalam bentuk tabel 2.1, tabelnya sebagai berikut 

NO Nama Peniliti 
Judul 

Penelitian 

Persamaan dan Perbedaan 

Teori yang 

digunakan 
Pendekatan Metode 

Teknis 

Analisis 

1.  Indriana dan 

Muhammad 

Nasrun 

Pengaruh 

Good 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Pangkajene 

dan 

Kepulauan  

1. Good 

Governance  

2. Kinerja 

3. Akuntabilitas 

 

 

Kuantitatif Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Menggunakan 

sampel 

pegawai 

2. Risal 

Rumalolas  

Pengaruh 

Good 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Satuan Kerja 

Perangkat 

Daerah Di 

Kabupaten 

Seram 

Provinsi 

Maluku 

1. Operasional 

2. Kinerja 

Pegawai 

Kuantitatif Analisis 

korelasi dan 

linier  

Menggunakan 

sampel pegawai 

terhadap 3 
SKPD, dengan 

total Sampel 

sebesar 60 
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Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Dari ketiga penelitian tersebut dapat diketahui beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan dan perbedaan dapat 

diketahui sebagai berikut: 

a. Persamaan 

Persamaan penelitian yang dilakukaan dengan peneliti dan ketiga penelitian 

terdahulu yaitu sama – sama meneliti pengaruh good governance terhadap 

kinerja dengan pendekatan kuantitatif. 

b. Perbedaan 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan ketiga penelitian terdahulu teori 

yang digunakan peneliti, serta metode uji yang dilakukan peneliti saat ini 

berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini dilakukan 

terfokus pada satu instansi atau satuan kerja perangkat daerah. 

2.1.2 Kajian Administrasi Publik 

Administrasi publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dalam organisasi public secara rasional bekerja sama untuk mencapai tujuan 

3. Adi Setiadi, 

Burhanuddin 

Kiyai, Joorie M 

Ruru  

Pengaruh 

Implementasi 

Prinsip – 

Prinsip Good 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Organisasi 

1. Organisasi 

2. Kinerja 

karyawan 

Kuantiatif Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Menggunakan 

sampel 30 

karyawan dan 

30 responden 

berasal dari 

bisnis industri 

dan 

perdagangan 
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public. Pengertian administrasi publik yang lebih luas adalah proses kerjasa sama yang 

dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung daam organisasi public secara 

rasional melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan 

pengawasan terhadap orang dan sarana prasarana untuk mencapai tujujuan public yaitu 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Menurut Felix A. Nigro dam Lloyd G. Nigro dalam Sodikin (2015:5) 

mengemukakan lima definisi mengenai Adminitrasi Publik, antara lain: 

1. Public Administration is cooperative group effort in public setting 

(Administrasi Publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam 

lingkungan pemerintah); 

2. Public Administration covers all three branches: Executive, 

legislative and judicial, and their interrelationship (Administrasi 

Publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan 

Negara, dan karenanya merupakan bagian bagian dari proses politik); 

3. Public Administration has important role formulating of public 

policy and is thus a part of the political process (Administrasi Publik 

mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan Negara dan 

karenanya merupakan bagian dari proses politik); 

4. Public Administration is cosely associated with numerous private 

groups and individuals in providing services to the community 

(Administrasi Publik sangat berkaitan erat dengan berbagai 

kelompok swasta dan individu dalam menyajikan pelayanan kepada 

masyarakat) 

5. Public Administration is different in significant ways from privat 

administration (Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda 

pada penempatan pengertian dengan administrasi privat). 

 

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:7) menjelaskan bahwa: 

“Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang 

ditujukan untuk menatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai 

tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu 

bertujuan untuk memechakan masalah public melalui perbaikan – 
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perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan 

keuangan” 

 

Secara global administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan 

dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pengarahan 

kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan 

maksud terhadap usaha sejumlah orang. 

Pengertian Administrasi Publik menurut Prajudi Atmosudirjo (2012:24) dalam 

Inu Kencana menyatakan : “Administrasi Publik adalah administrasi dari negara 

sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang 

bersifat kenegaraan”. 

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik berhubungan 

dengan dua orang atau lebih yang bersifat dan membahas kenegaraan dalam suatu 

perjanjian untuk mengejar tujuan bersama di dalam suatu negara. 

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh 

pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua 

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu 

kerjasama didalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2.1.3 Kajian Manajemen Publik 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, dan pengendalian upaya 

organisasi dan proses penggunan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi, manajemn sangat diperlukan 
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untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi tersebut sehingga tujuan dari 

organisasi tersebut tercapai. 

Dalam ilmu Administrasi Publik, Manajemen Publik atau New Public 

Management adalah memperkenalkan ide atau gagasan yang dillakukan di kegiatan 

bisnis sektor swasta ke dalam sektor publik untuk melakukan pembaharuan dalam 

sistem tata kelola. Unsur manajemen menjadi unsur ynag penting dalam 

penyelenggaraan organisasi, baik itu dalam orgamisasi sektor swasta maupun dalam 

sektor public. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor 

swasta tidak menjadikan oriemtasi tujuan dan pelaksanaan pada sektor public sama 

dengan sektor swasta 

Menurut Untoro dan Halim (2007:9) dengan menerapkan apa yang ada di dalam 

manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan publik akan: 

a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi situasi yang dinamis dan kompleks 

b. Mengelolas sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (maging for 

result) 

c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan 

d. Menjadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan 

lebih transparan. 

Untuk mewujudkan konsep new public management ke dalam sektor publik, 

maka diupayakan agar para pimpinan birokasi meningkatkan produktivitas dan 
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menentukan cara – cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Upaya yang 

dilakukan seperti memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada 

pelanggan, meningkatkan kinerja, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan 

kebijakan. 

Manajemen Publik menurut Donovan dan Jackson (2013:11-12) diartikan 

sebagai aktifitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill). Menurut Nor 

Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen public adalah manajemen pemerintah 

yang artinya manajemen publk bermaksud untuk melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengelolaan terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

 

  Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen 

publik adalah pengelolaan dilakukan sektor publik dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek dan diarahkan untuk mencapai tujuan. 

2.1.4 Kajian Good Governance 

Gagasan good governance berawal dari adanya reformasi dalam paradigma 

manajemen yang mulanya manajemen pemerintahan old public administration 

menjadi new public management, dimana adanya keterbukaan ruang partisipasi dan 

akselerasi kepada aktor non-pemerintahan untuk terlibat dalam kebijakan public. 

Dengan adanya hal ini maka berdampak pada model birokrasi yang lebih efektif, 

efisien dan kompetitif, atau dalam bahasa sederhananya mewirausahakan birokrasi 

 



19 

 

 

Menurut Elahi dalam Momna Yousaf (2015) 

“Good governance is defined as a process as well as a structure that 

guide the political and socio economic relationship and it refers to 

several characteristics or indicitaors such as: participation, rule of law, 

transparency, responsiveness, and accountability. Citizens perspective 

of good governance is the improvement of the structure of public service 

and administration” 

 

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sari dan Tamrin (2017) 

“Good Governance adalah menyelenggarakan pemerintahan negaa 

yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien, dan efektif, dengan 

menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain – 

domain negara, sektor swasta, dan masyarakat” 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 200 merumuskan arti Good 

Governance sebagai kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip 

– prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, 

efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 

Menurut Suwanto (2015 : 82) pemahaman good governance didefinisikan: 

“Pemahaman good governance merupakan wujud penerimaan akan 

pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk 

mengatur hubungan, fungs, dan kepentingan berbagai pihak dalam 

urusan bisnis maupun pelayanan publik.” 

 

Menurut Tohardi (2015:15) definisi pemahaman good governance adalah: 

“Pemahaman atas good governance adalah untuk menciptakan 

keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur 

(good corporate governance) ataupun perusahan jasa, serta lembaga 

pelayanan public/pemerintahan (good government governance).” 
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Ada tiga pilar good governance yang penting yaitu: 

1. Economic governance atau kesejahteraan rakyat 

2. Political governance atau proses pengambilan keputusan. 

3. Administrative governance atau tata laksana pelaksanaan kebijakan 

Selain itu good governance memilik tiga domain dalam proses memaknai peran 

kunci stakeholder (pemangku kepentingan) yaitu sebagai berikut: 

1. Negara/Pemerintah 

Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegoatan – kegiatan 

kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan 

kelembagaan masyrakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan 

publiknya sangat penting sehingga yang penyimpangan terjadi di dalam 

pasar dapat terhindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, 

pemerintaha dan dinas – dinas yang terkait seperti dinas pendidikan. Negara 

salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan 

lembaga sektor public.  

2. Sektor swasta  

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam 

interaksi sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, 

perbankan, koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang 

pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan – yayasan yang mengelola 
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sekolah swasta. Sektor swasta pun berperan menciptakan lapangan 

pekerjaan dan pendapatan serta penggerak di bidang ekonomi 

3. Masyarakat,  

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada 

diantara atau di tengah – tengah antar pemerintah dan perseorangan, yang 

mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang 

berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi., Masyarakat. berperan 

mendorong interaksi sosial, ekonomi politik dan mengajak seluruh anggota 

masyarakat berpartisipasi 

Good governance memungkin adanya kesejajaran peran antara ketiga actor di 

atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas good governance, ada yang disebut 

dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat 

kemudian didesentraliasasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi, dan berbagai 

kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya pemerintah bukan satu – satunya actor 

dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan 

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Selanjutnya pada rencana strategis LAN 2000-2004 dalam Sedarmayanti 

(2012:43), disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan 

pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good 

Governance) yakni : 
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“Proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, 

menjungjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia 

desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, berhasil guna dan 

berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.” 

Implementasi Good Governance dalam pemerintah secara sederhana adalah 

dengan menerapkan prinsip Good Governance ke dalam sistem dan pengelolaan 

pemerintan dengan baik dan benar. Good Governance sebagai suatu konsep dalam 

menjalanan pemerintahan tidak terhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan 

harus benar – benar diimplementasikan dalam langkah kongkret sehingga dapat 

memberikan manfaat pada seluruh pihak. 

Berdasarkan definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Good 

Governance adalah kepemerintahan yang mengembangkan prinsip-prisnip tertentu 

dalam setiap pengambilan keputusannya. 

2.1.5 Kajian Kinerja 

Di dalam suatu organisasi apabila ingin maju atau berkembang, maka organisasi 

tersebut dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas 

merupakan pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi atau sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. Untuk memperoleh pegawai yang berkualitas maka diperlukan 

penerapan kinerja. 
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Menurut Mangkunegara (2017:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

Menurut Siswanto dalam Muhammad Sandi (2015:11), kinerja ialah prestasi 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

Menurut Rivai (2008) dalam Muhammad Sandy (2015:12), memberikan 

pengertian bahwa 

“Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, targetatau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan disepakati bersama.” 

 

Kinerja bisa dikatakan sebagai hasil dari proses kerja yang sudah dilewati dan 

menjadi gambaran bagaimana proses kerja yang dilakukan, bila proses kerja sesuai 

standar atau aturan kerja yang sudah dilakukan maka kinerja atau hasil kerja akan 

sesuai target. Kinerja yang tidak sesuai dengan target dapat menjadi sebuah indikator 

bahwa ada ketidak beresan atau penyimpangan dalamsebuah proses kerja. 

Menurut Indra bastian dalam Irham Fahmi (2012) menjelaskan bahwa : 

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja 

merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. 
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Menurut (Sedarmayanti, 2012:51) bahwa kinerja meliputi beberapa 

aspek,yaitu: 

1. “Quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syaratsyarat 

kesesuaian dan kesiapannya. 

2. Promptness, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalammenyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

3. Initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggungjawabnya. 

4. Capability, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas 

dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun 

kemampuan fisik. 

5. Communication, komunikasi merupakan bagian penting untuk 

membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga 

terbina suatu kerjasama yang harmonis”. 

Dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola 

pemerintahan yang baik (good government governance), pemerintah harus terus 

melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara 

menyeluruh (Sutopo dalam LAN, 2002) 
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Berdasarkan penjelasaan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil akhir yang telah dilakukan pegawai terhadap pekerjaannya yang  

nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan bersama. 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang 

penting. Memecahkan suatu masalah perlu diambil suatu teori untuk dijadikan sebagai 

landasan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. 

 Menurut Usman (2018:34) “Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita.”  

Peneliti bermaksud untuk mengemukakan teori-teori dari para ahli untuk 

dijadikan sebagai pedoman dalam mengukur kenyataan di lapangan dengan 

menghasilkan kesimpulan yang objektif. 

Pada dasarmya good governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintah 

yang baik. Good governance bertujuan untuk menerapkan nilai – nilai manajemen 

sektor swasta pada manajemen sektor publik. 

Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan good governance yaitu “Suatu 

konsep pendekatan yang berorientasika kepada pembangunan sektor publik kepada 

pemerintah yang baik” 
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Renyowijoyo Muindro (2010) menjelaskan good governance lebih 

menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk 

kepentingan pembangunan masyarakat. 

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana aparatur 

dapat berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip good governance. Menurut Mardiasmo, 

(2018) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip – prinsip yang dikembangkan 

dalam pelaksanaan good governance meliputi: 

1. Akuntabilitas (Accountability) , yaitu pertanggungjawaban kepada 

public atas setiap aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan 

agar setiap lembaga negara dan penyelengaraannya. Negara 

melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap 

penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pubik 

yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang 

2. Transparansi (Transparancy) dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public 

secara langsung daoat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.  

3. Demokrasi (Democration) mengandung tiga unsur pokok yaitu 

partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat fan perwujudan 

kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses 

memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan negara. 

4. Aturan Hukum (Rule of Law) kerangkan hukum yang adil dan 

dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar 

lembaga negara dan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan 

tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada 

ketentuan peratura perundang-undangan yang berlaku 

 

Selanjutnya pemahaman kinerja pegawai menurut Bernardin yang dikutip 

Sedarmayanti (2017:285) mendefinisikan kinerja sebagai berikut: 

“Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas 

fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu, 

kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku.” 
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Adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana aparatur 

dapat berjalan dengan baik dalam konteks pelaksanaan kinerja berdasarkan pendapat 

T.R Mitchell (Sedarmayanti, 2017) yaitu: 

1. Quality of Work (Kualitas Kerja) adalah kualitas kerja yang dapat 

dicapai berdasarkan syarat – syarat kesesuaian dan kesiapannya yang 

tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta 

perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin berkembang pesat 

2. Promptness (Ketepatan Waktu), yaitu berkaitan dengan sesuai atau 

tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target yang 

direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk dengan rencana agar 

tidak mengganggu pekerja lain 

3. Initiative (Inisiatif) yaitu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan 

sesuatu dalam melaksanakan tugas – tugas dan tanggungjawab, 

bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa harus 

bergantung terus menerus kepada atasan. 

4. Capability (kemampuan) yairu diantara beberaoa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi atau 

diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang 

dapat dikembangkan 

5. Communication (komunikasi), merupakan interaksi yang dilakukan 

oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan 

pendapatnya dalam memechakan masalah yang dihadapi. Komunikasi 

akan menimbulakn kerjasama pegawai dan para atasan, yang juga dapat 

menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan. 

Menurut Budi Mulyawan dalam Ira Amelia, dkk (2014) 

“Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu 

perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, 

fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan 

public. Melaksanakan good governance yang baik tentu kinerja suatu organisasi 

akan berjalan dengan baik dan sesuai tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini 

dapat memeberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan good governance 

ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi.”  
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Kemudian menurut Trisnaningsih (2017) dengan diterapkannya good 

governance akan memberikan arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika 

professional organisasi, upaya ini dimaksudkan agar kiprah maupun produk jasa yang 

dihasilkan akan lebih actual dan terpercaya, ntuk mewujudkan kinerja yang lebih baik 

dan optimal. 

Berdasarkann indikator di atas, peneliti dapat menyimpulkan adanya 

ketidaksesuaian teori dan indikator dengan fenomena yang terjadi di Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan apabila dilihat dari 

indikator dalam menentukan pelaksanaan Good Governance maupun Kinerja. 

Sumber: Mardiasmo (2018) dan Mitcell dalam Sedarmayanti (2017) 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan kerangka pemikiran yang ada maka 

peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu Good Governance memiliki 

 GOOD 

GOVERNANCE 

(Variabel X) 

 

1. Akuntabilitas 

2. Transparansi 

3. Demokrasi 

4. Aturan Hukum 

 

Mardiasmo (2018:34)  

 

ASPEK-ASPEK 

KINERJA PEGAWAI 

(Variabel Y) 

1. Kualitas kerja  

2. Ketepatan Waktu 

3. Inisiatif 

4. Kemampuan 

5. Komunikasi 

Sedarmayanti (2017:51) 

 

Gambar 2. 1 Paradigma Pemikiran 
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pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat. Adapun hipotesis alternatifnya yaitu Good Governance tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat. 

 

  


